Menimbang

Mengingat :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 04 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAY AH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL

bahwa untuk mengarahkan pembangunan di  daerah dengan
memanfaatkan ruang secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan
berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;

. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor

, daerah dan masyarakat serta tetap terpeliharanya kelestarian kemampuan
lingkungan hidup, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan
lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat
atau duniausaha;

bahwa berdasarkan kaidah perencanaan , peraturan daerah kabupaten
Daerah Tingkat |1 Bantul Nomor 1 Tahun 1994 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten daerah Tingkat 1l Bantul sudsah tidak sesuai

lagi;

. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c,

perlu menetapkan peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
deerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Y ogyakarta;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok
agraria;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang K etenagalistrikan;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan
Lingkungan hidup;
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Menetapkan

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang Nomor 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang pelaksanaan hak
dan kewgjiban serta bentuk dan tata cara peran serta asyarakat dalam
penataan ruang;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasiond;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Anaisis
Mengenai Dampak lingkungan;

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan
kawasan lindung;

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi
Pengelolaan Tata Ruang Nasional;

Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang
penetgpan kewenangan wajib Kabupaten Bantul.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG

WILAY AH KABUPATEN BANTUL

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Daam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Bantul;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adadah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Badan Legidatif Daerah;

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan

1.
2.

3.
4.

Eksekutif Dagerah;
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5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul yang selanjutnya dissbut RTRW
kabupaten adalah kebijaksanaan daerah yang menetgpkan lokasi dari kawasan yang harus
dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produks dan
kawasan pemukiman, pola jaringan rasarana dan wilayah-wilayah di Daerah yang akan
diprioritaskan pengembangannya;

6. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utamalindungan atau budidaya;

BAB 11
PELAKSANAAN PENCARI KERJA
Bagian KeDua
Pencari Kerja
Pasal 2

(1) Setigp tenaga Kerja mempunyai hak yang sama daam memperoleh pelayanan untuk
mendapatkan pekerjaan.

(2) Pelayanan yang dimaksud ayat (1) meliputi pemberian informasi lowongan Kkerja,
pendaftaran pencari kerja, bimbingan dan penyulihan jabatan, pelatihan untuk penempatan
serta tindak lanjut penetapan.

Bagian Kedua
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Rekrut
Pasal 3

M asa berlakunya surat persetujuan rekrut calon Tenaga Kerja paling lama 6(enam) bulan.

Bagian K etiga
Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan tempat Pembyaran
Retribusi
Pasal 4

Tata cara pembayaran , penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut sebagai

berikut :

a tempat pembayaran retribusi pada Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Bantul;

b. pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilaksanakan setelah penerbitan surat persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 6 ayat (2) Peraturan daerah, melalui bendaharawan
khusus penerimayang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan K eputusan Bupati;

c. bendaharawan khusus penerima sebagaimana dimaksud pada huruf b menyetorkan seluruh
hasil penerimaan retribusi ke Kas Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.


http://www.djpp.depkumham.go.id

